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KABUPATEN DAERAH TINGKAT I REMBANG
NOMOR 8 TAIIUN 1995 SERI D No 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Normor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeria
Dinas Perkebunan Daerah yang difindak lanjuti dengan Surat
Gubermur Kepala Doerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 061/34578
tanggal 5 Desember 1994, maka periu membentuk Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat 1l
Rembang ;

= b. bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal
21 Oktober 1994, Nomor 061/3605/SJ telah menyetujui
pembentukan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang dengan Pola Maksimal ;

¢

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan
kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i
Rembang ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Undang-undang Nomor
32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah .
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Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037 ) ;

_ Perafuran Pemetintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan
sebagian urusan dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan
perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah-
daerah Swatantra Tingkat | { Lembaran Negara Repubiik indo-
nesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lemibaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1490 ) ;

_ Beraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan
sebagian Uruson Pernerintah Pusat dibidang Perkebbunan besar
Kepada Daerah Tingkat | { Lembaran Negara Republik indone-
siatahun 1975 Nomor 30 Tamibahan Lemioaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 3060 ) ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeti Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 fentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1 994 tfentang
Pedorman Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan Daerah |

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor
3 Tahun 1992 fentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah dibidang Perkebunan
kepada Daeran Tingkat 1

. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor 127/361/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor 3 tahun
1992 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemeriniah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada
Daerah Tingkat Il ;
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

Q.
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™ 0

Eb]

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 1| Rembang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang |
Bupati Kepala daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat | Rembang ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Tingkart
It Rembang ;

Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat Il Remibang;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat |l
Rembang ;

Cabang Dinas Perkebunan adalah Calbang Dinas Perkebunan Daerch Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang ;

Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah adalah Kepala Cabang Dinas
Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat | Rembang ;

BAB i
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.,

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
i Pasal 3
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Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang
Perkebunan . i

Dinas Perkebunan dipinlapin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jowab kepada Bupati Kepala daerah, .

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai fugas pokok

a.
b.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perkebunan .

melaksanakan fungsi Pembaniuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah
Propinsi daerah Tingkat | jawa Tengah di bidang Perkebunan .

Pasal " 5

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan
Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi

a.
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pelaksanaan Pernbinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah .

pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perkebunan .

pelaksanaan pemberian jjin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya .
pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan .

pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya .

pelaksanaan penelifian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan
masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suafu Daerah .

pelaksanaan penguijian teknologi dalam rangka penetapan feknologi anjuran .
pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas .
pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan .

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Maksimal
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Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah terdiri dari -
Kepdla Dings ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Pengembangan

Seksi Produksi ;

Seksi Penyuluhan ;

Seksi Usaha Tani ;

Seksi Perlindungan Tanaman ;

Cabang Dinas ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Q

Q@0 Q00

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh secrang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab Kepada Kepala Dinas .

(3) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tersebut dalam Lamipiran
yang merupakan agian tak ferpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ..

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepdia Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini,

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha ‘mempunyci tugas melaksanakan urusan perencanaan,
Kepegawdian, keuangan dan umum .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 Percﬂuran Daerah
ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
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melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan
organisasi dan fata ioksana

melakukan pengeiolaan adminisirasi kepegawaion
melakukan pengelolaan administrasi keuangan |

melakukan pengurusan suraf-menyurat, kearsipan dan perlengkopan ;

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdir dari
a. Urusan Perencanaan

b. Urusan Kepegawaian

c. Urusan Keuangan ;

d. Urusan Umum ;

Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat {1} Pasal ini dipimpin oleh
seorang kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepdia Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan analisis dan
penyajian data Statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program,
penyiapan bahan laporan dinas serta pembinaan Organisasi dan tatalaksana |

Urusan Kepegawaian mempunyai fugas melakukan penyidpan bahan penyusunan
rencana kebutuhan dan pengemibbangan pegawai, mutasi pegawai serta tata
uscha kepegawaidn.

Urusan Keuangan mermpunyai tugas melaksanakan penyiapan bohan penyusunan
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan
anggaran dan verifikasi serfa mengurus perbendaharaan.

Urusan Umum mempunyai fugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,
rumah fangga dan perlengkapan.

0
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Bagian Keempat
Seksi Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perkebunan Daerch di bidang pengemibangan fanaman dan pelestarian sumber daya
alarm.,

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah
ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi

a.

M

2

(1

2)

melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi,
intensifikasi, rehabilitasi, dan perudsan/peremajaan tanaman perkebunan ;

melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemaniapan lahan unfuk tanaman
perkebunan ;

melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasany
peremajaan fanaman perkebunan ;

Pasal 15

Seksi Fengembangan terdiri dari :
a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan lahan ;
b. Sub Seksi Diversifikasi ;
c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan ;
d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi ;
Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala
Seksi Pengembangan.

Pasal 16
Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan penviapan dan pemantapan lahan fanaman perkebunan.
Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan
teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik fanaman perkebunan yang diusahakan
oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
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Sub Seksi Perluasan dan Peremajacn mempunyai fugas melaksanakan bimbingon
dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mernpunyai fugas melaksanakan pembinaan
dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman
perkebunan.

Bagian Kelima
Seksi Produksi

Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di
bidang produksi perkebunan.

Pasal 18

Unfuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimasksud Pasal 17 Peraturan Daerah
ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

a.

o

()

Pelaksanaan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan fanaman,

pembinaan penangkarantbenih, pemeliharaan kebun induk/dinas :

Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kuttur teknis budidaya tanaman
tahunan ;

Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman
semusim, termasuk fanaman fumpangsari ;

Pelaksanaan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkaiian penerapan
penggunaan alai dan mesin perfanian.

Pasal 19
Seksi Produksi ferdiri dari ;
a. Sub Seksi Bahan Tanaman
b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;

c. Sub Seksi Tanaman Semusim ;
d. Sub Seksi Alat dan Mesin ;
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Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan berfanggung jowakb kepada Kepala
Seksi Produksi. '

Pasal 20

Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai fugos melaksanackan bimbingan pengadaan
benih/oahan tanamaan, pengawasan mutu dan sertifikasi benin/oahan fanaman
serfa melakukan bimbingan penangkar benih.

Sub seksi Tanaman Tahunan mempunyai fugas melaksanakan bimbingan feknis
budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawason kesuouran
dan produktifitas fanah dalam rangka meningkatkan preduksi tanaman fahunan.

Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis
pudidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan
dan produklifitas tanah dalarm rangka meningkatkan produksi fanaman sermusim.

Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai fugas melaksanakan penyebaran prototipe
alat dan mesin yang direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian
penerapannya, melakukan identifikasi seria bimbingan di bidang peralatan, mesin
dan sarana pengelahan.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 21

<

Seksi Penyuluhan mempunyai fugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Perkeunan
di bidang penyuluhan.

.Pc:zsc‘l 22

Untuk menyelenggarakan fugas sebogc':'ir‘ncmo dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerahini,
Seksi Penyulunan mempunyai fungsi

a.

melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem keria penyuluhan serfa
rekayasa sosial dan ekonomi ;

b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan

penyuluh perkebunan ;
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melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;

melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan
pendayagunaan sarana penyuluhan |

melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan
pengembangan materi penyuluhan |

Pasal 23
Seksi Penyuluh terdin dari .

d. Sub Seksi Tata Penyuiuhan ;
b. Sub Seksi Kelembagaoan, fenaga dan Sarana |

" Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaoksud ayat (1) Pdsai ini, dipcmmn oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala
Seksi Penyuiuhan .

Pasal 24

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memiberikan pelayanan teknis can
administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam menyusun don peiaksanaan
program penyuluhan, penerapan metode dan sistern kerja penyuiuhan, identifikasi
faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonqmi’: pelaksanaan penyuluhan dan
bimbingan serta supenvisi pelaksanaan penyuluhan ; !

Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana mempunyai fugas menyusun rencana
kebutuhan dan mendayagunakan fenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan
dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebar materi
penyuluhan serta memberikan pelayananan teknis dan administrasi kepada para
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani,
penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan
perumusan serta penyiapan materi penyulunan.

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani
Pasal 25

Seksi Uscha Tani mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan
dibidang Usaha Tani

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan Tugos sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah
ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi |
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Melaksanakan perencanaan, bimbingan pengawasan pemanfaatan
sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis

melaksanakan pelayanan, periinan, dan informasi komoditif potensial ;

Melaksanakan pelaksanaon don pengawasan mutu hasil oleh dan penyampaian
informasi data / harga pasar |

Pasal 27

Seksi Usaha Tani terdiri dari

Sub Seksi Sumber Dava
Sub Seksi Perijinon ;

Sub Seksi Bimbingan Usaha ;

g o U 2

Sub Seksi Pengelolaan dan Pemasaran :

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayart (1) Pasalini, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Usaha Tani .

Pasal 28

Sub Seksi Sumber Daya mempunyai fugas melaksanakan bimbingan dan
pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak
lingkungan .

Sub Seksi Perijinan mempuyai fugas melaksankan pembinaan, bimbingan dan
pengawasan dibidang perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku |

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang
kelembagaan dan agrobisnis, serta penyebaran informasi manejemen usaha

‘perkebunan .

Sub Seksi Fengolahan dan Pemasaran mempunydi fugas melaksanakan bimbingain
dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan
dan penyamipaian informasi biaya prodiuksi, informasi pemasaran hasil perkebunan
dan standarisasi mutu hasil perkebunan . ‘
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Bagian Kedelapan
Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian fugas Dinas
Perkebunan dalam bidang pertlindungan fanaman perkebunan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Perafuran Daerah
ini, Seksi Perdindungan Tanaman mempunyai fungsi

a.

.

@

Pelaksanaan bimbingan ddn pengawdasan penggunaan, penyaluran dan
penyimpanan bahan perlindungan fanaman ;

Pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendoilc:n dan oradikasi organisme
pengganggu fanaman |

Peloksanaan penguiian pestisida don residu, pestisida yong terkandung dalam
ancmcn tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 31

Seksi perindungen Tanaman terdin dari

Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman |

Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ;
Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman |

Sub Seksi Konservasi Tanah dan Alr.

aooQ

Masing-masing Su Seks sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala yog berada di bawah dan berfanggung jowab kepada Kepaia
Seksi Periindungan Tanaman.

Pasal 32

- Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai fugas melaksanakan

pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralaian perlindungan
fanaman.

Sub Seksi Pengamqidn dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman
mempunyai fugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan
pengamatan dan peramalan organisme pengganggu fanaman perkebunan.

L
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(3)  Sub Seksi Pengendqli.dhbrgdnisme Pengganggu Tanaman mempunyai fugas
melaksanakan pemibinaan, pengawasan pengendollan organisme pengganggu
fanaman perkebunan.

(4)  Sub Seksi Konservasi Tanah dan Ar mempunyai fugas membuat pedoman/petunjuk
operasional dan memberikan bimbingadn perlindungan tfanaman yang dikaitkan
dengan kelestarian fanah dan air.

BcgidnA l_(ésémbilan ) .
Cabang Dinas Perkebunan
Pasal 33

Cabang Dinas Perkebunan dibentuk berdcsquon kiiteria yang akan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri. .

Bagian Kesepuiuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk berdasdrkan kriteria yang akan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

(1) Kelompok Jabatian Fungsional i ingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan feknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasdl ini, dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsioanal Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit
PelaksanaTeknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan mq&ng-mcs:ng diplmpln oleh seorang Tendgc Fungsional
Senior.

2)  Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerjc:.
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(3)  Pembinaan tehadap Tenaga Fungsional dilakukan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. :

BAB V
TATA KERJA
Pasal 37

denmeusad(thgmrw,DrmPakequ.mﬁPebkaeMSDm,Kebmpok @
Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi baik dalar lingkungan masing-masing mMaupun anfar satuan Organisasi

sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38 . -

(1) Kepala Dinas melaksanakan fugas perumusan bahan rencana dan program,
penyiapan bahan-bahan iaporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tata
loksana.

2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan
. mengawas pekerjaon unsur-unsur pembani dan pelaksana, yang berada dalam /
lingkungan Dinasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 39

Fejabat yang memimpin Satuan Organisasi ketata usahaan di Dinas Perkebunan,
merupakan Sekretaris dari unit kerja yang bersangkutan . E

BAR Vi 5
KETENTUAN PENUTUP '
Pasal 40

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diiatur sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal - 41 : .

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang ﬁéngenol
pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupafi Kepdo Daerah.
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Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat | Rembang.

Ditetapkan diRembang
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT | REMBANG
TINGKAT ii REMBANG
Ketua
SOEGENG SARWONO - Drs. H. WACHID! RIJONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepaia Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Tanggal 24 Juli 1995 Nomor : 188.3/229/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH
PENATA TINGKAT |
¢ NIP 010 088 157.

Diunclangkan dalam Lembaran Daerah,
Kabupaten Daerah Tingkat I Remibang
Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 5
pada tanggal 28 Juli 1995.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO.
PEMBINA TINGKAT |
NIP 010 041 842
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 1995
- TENTANG S
PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG |

PENJELASAN- UMUM
" Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1957 dan Peraturan

Pemerintah. Nomor 22 Tahun 1957 Pemerinfah Propinsi Daeran Tingkat I Jawa . .,
Tengahtelah menerima sebagicn urusan Pemerintah ddam lapangan perfanian,

Perikanan laut, kehutanan, karet rakyat dan bidang perkebunan besar.

Dalam rangka upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan prakarsa dan
kredtfifitas daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan kaitannya dengon
pelaksanaan otonomi daerah yang fitik beratnya diletakan pada Dati |l
sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka
Permerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengoh menyerahkan sebagian urusan
dibidang perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1l se Jawa Tengah.
Adapun tugas dan fanggung jawalb mengenai urusan-urusan meliput :

1. Melaksanakan kegio'fan—kegidtan pembangunan dibidc:ng perkebunan ;

2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan
yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

Sebagai redlisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keprmendagri Nomor 363 Tahun
1977 dan Inmendagri Nomor 7. Tahun 1980, telah dibentuk Dinas Perkebunan
Propinsi Dati | Jawa Tengah yang ditetgpkah dengan Peraturan Daerah Propinsi
Dati | Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata
kerja Dinas Perkebunan Prop. Dati | Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati | Jawa Tengah Norior 23 Tahun 1981.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan secara

berdayaguna dan berhasilguna periu menata kembali Organisasi dan Tatakerja
Cabang Dinas Perkebunan.
Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dafi
1 Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1994, dipandang periu membentuk organisasi
dan tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Datifl Rembang dengan Peraturan
Daerah.

o
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I. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 . Cukupijelas.

Pasal 3 . Perkebunan adalah rangkaian kegiatan yang
menggunckan potensi tanah / lahan seloagai faktor ufama
yang meliputi kegiatan - kegiatan diversifikasi, intensifikasi,
rehabilitasi periuasan / peremajaan tanaman termasuk
bimbingan tehnis perkebunan.

Pasal 4 : a. Tugas pokok Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian .
urusan ruman tangga Daerah dalam lapangan
perkebunanyang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Dati | Jawa Tengah kepada Kabupaten Daerah Tingkat
Il se Jawa Tengah berdasarkan Perda Propinsi Dati |
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992. Disamping
melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan
masih menjalankan pula fugas - fugas lain yang bersifat
khusus termasuk dalam bidangnya sesuai dengan
kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.

b. Melasanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan
- peyelidikan / penelitian - peneliian dalan iapangan
perkebunan dengan mengadakan pengawasan Mutu
dan Sertifikasi benih seria penggunaan peralatan mesin

dan sarana pengolahan.
Pasal 5s/d 8 . Cukupjelas.
Pasal @ . Melasanakan urusan perencanaan adalah

menyelenggarakan proses penyuJsunan dan penydjian
rencana kegiatan serta pembinaan organisasi,
totaloksana dan kepegawaidn.

Pasal 10s/d32 . Cukupjeias.

Pasal 33 .- Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan
berdasarkan kriteria yang di tetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri. .

Posal 34 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat
dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35 s/d 42 : Cukdp jelas.
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